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PENYELESALAN SENGRETA TANAH ULAYAT DINAGART MUNGO
KRABUPATEN 50 KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK
(Ven Junaide, 04140135, Fakulias Hukom Universitas Andalas, Hal | 2008)

Drazar pengelelaan sumberdava alam di Indonesia adalal berdakunya ketentumn Pasul
i3 UL Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara berkedudukan sebapa
renpuasa untuk menpatur, menguius dan mengendalikan hak-hsk as sumberdaya alam Awal
kemerdekaan, dasar penguasaan oleh negara merupakan politik hukum ontuk menggankan
pelitk hukum pertanahan Hindia Belanda, Pada masa wansisi ing negary sebagar penouasy
mengeluarkan seranghman kebijakan wnmk mengambil alh azet-aset pentine terkait sumber
duya alam dan fangan Belanda (kekuassan asing) Pengambil-glihan m dilakekan melalu
webyskan Nasionalisasi terhadsp perusalan milik Belanda dan dalan bidang pertanaban
berupa kebuyokan konvers: hak-hak barat, salah satunya hak erfpach Kebijakan i kemudian
berdampak terhadep beralihnya pensuassan tanah ulayat Magari Mungo Kabupaien 50 Kota
hepada negare. Tansh yang dalam sejarshoyva dipunakan uniuk kegiatan petemakan Belanda
semudian diambal alih negara melalul kehijakan nasionalisasi sejak sase it tansh i
dizunakan untuk kegiatan serupa vane dikeloly petserintah. Sejak 1950 melalui “Induk Taman
Femak (ITT)" hinges 1980 berads di bawsh pengawasan Direktorat Jeaderal Petemakan
Dzparlemen Pertznian denpan nama Balal Pembibitan Temalk Hijauan Makanan Taenak (BT -
HMT) Padang Mengatas. Berdasarksn Keputusan Mealen Pertanran
Mo 292/Kptsi0T 210442002, 16 April 2002 hingga sekarang bemama Balai Pembibitan
Temak Unggul (BIFT'U) Sapi Patong Padang Mengatas Berdasarkasn lsry belakang & atas,
penelitian in menjawab beberapa permasalahan tentang faktor terjadinya sengheta Mungo,
mizkanisme penyelesaian sengkets dan kendala vang dihadapi dalam penvelzsaian tersebs

Metode penelitian vang digunskan adalah peneliian hukum soselopis. dr mana
penelitian didakukan rerhadsp baik  dats sekunder berupa studi kepustakasn  mavpun
dokumentasi vang kemudian disunakan wniuk meneliti data primer. Data primes dikumpatkan
dengan mengpunakan tektik wawancara tidak terstruktur, amtinya wawancara dilakukan secara
terbuka terhadap informast dan respanden dan narasumber tanps harus terikal dengan dafiar
pertanyaan yang telsh dipersiapkan terebib dabulu Analiss dats dilakokzn secars kuahtatf
untul menpawal permasalahant secars desk rmhil

Hasil peneliban menunjukkan bahwa fakior terjadinya sensketa adalah kebijakan
nastonalisas vang dilakokan tanpa mempechatiban sejarah lahimya hak atas 1anal petemakan
Belanda, 1Tak atas tanah pada dasamya berasal dan peganjian sewid-pakar pada & Nopember

"TOTY antara pemernntah Belanda dengan Masas Munge, Perbedaan dasar hukum mnilah yanp
menjadi fakior utama penyebab sengketa. Mekanisme penvelesaian sengketa dilakukan
melalol proses negosiast antara kedun belab pthak, namun neposiss dilakukan tanpra
membenkan kesempatan yanp sama bagi keduanys. Posisi Pemda S0 Kota dan Muspida vang
verpihak kepada BPTU-SP  mnenyebablan proses nesosasi fidak bermbang Proses
pengambelan kepuisan terhadap penyelesaan sengheta dilabukan secar sepihak. Mekanisme
negostast yvang tdak bermbang mi merupakan bentuk penvelesaian berupa sestalisasi hasil
keputusan bersama BPTU-SP densan Pemda 50 Kota Proses yang tdak berimbang dalam
penvelesaian sengkera inilal vang menjadi hambatan dalam penyvelesman sengketa




BAE I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NR) 1945),
Pasal 33 Avat {3) menyatakan bahwa bumi den air dan kekavaan alam yvang terkandung di
delamnya dikuasal oleh negars dan diperzunakan untuk sebesar-besamyva kemakmuran makyal.
Retentuan ini memberikan dasar kewenangan kepada negara sebagm oroanisasi kebuasaan
dalam penguasaan sumberdava slam vang meliputi seluruh wilavah Indonssia la s
merupakan politk hukum agrana yang menggantkan polink hukum kolonial yane bersifat
ltberal dan fzodal, di mana negara merupakan pemilik atas tanah,

Penguasaan berart kewerangan, kewajiban dan stau laranpan bagi negarn ik
herbuat sesvaty werhadap sumberdava alam. Kewenangan nepara dimaksudkan unfuk menpatus
dan memtnpm penpussaan dan pengeunaan fanah secars berssma Penguasasn dimaksud
bukan secara fisik lavaknya hak milik, karena sifatnya semata-mata sebagai hukum publik.’

Sifat publik hak menguasal negara lshir atas hak bangsa Arinva, terhadap selurul
bumi, air, dan muang angkasa termasuk kekavaan alam vang terkandune W dalamnya
merupakan kekayaan seluruh rakvat sepanjane bangsa Indonessa fetap ada. Seluruh tznab
talam walayah negars Indonesia merupakan bak hagi seluruh rakvat Indanzsia Aspek publik

s tercermin dalam twjuan penguassan. vain lercapainya kesejabierasn rakvat. Eesepahteraan

C Beoeds Harsono, 2003, Stwe dgearis Nasioial: Sefaraly Powbonmdag incliaizr- tdang Pokek
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BAB IV
PENUTLIP

AL Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Tenadimva Sengheta Mungo

Fakior penyebab sengketa tanah antara masvarakat Magan Mungo denpan BPTU-SE
adalah beralihnya status tanah ulayvat masyarakal Nagan Mungo menjadi tangh nepara. Beralih
status hak atas tanzh ini diakibatkan lahimya kebijahan nasiooabisas tehun 195% terhadap
perusghazn-perusshaan mulik Belanda  Kebyakan  nasionalisssr dilakokan  dengan
mengabaikan sejarab hak atas tanah wlayvat Nagan Mungo vang disews untuk petemakan
Belanda tahun 1918, Senghketa mengemuka dan tumbul gejolsk di masyarakat akibat lahimya
setipikat FIP atas nama Departermen Pertarnan Republik Indonesia di atas tanah ulayat
tersebut.

2 Penvalesaian Sengketa Munpo

Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalu mekanisme sosialisasi. Keputosan
diambil melalur rapat bersama BPTU-SP PPadang Mengatas dengan Pemda 50 Kota beserta
Muspuda Hasil rapat bersama vang menghasitkan keputosan bersama disosialisasikan kepada
masyarakal untuk dijalankan Bentuk penvelesaian sengheta berupa sosialisas: pika didasarkan
pada beberapa mekanisme penyvelesaian sengheta di atas mermpakan mekanisme negosias,
Mebamsme negosiag teluh mempertemukan BPT-HMT dengan masyarskat Magan Mungo,
namun karena kekvatan yvang hdak benmbang & antara keduanya menyebabkan mekanisme
int tidak mumn dijalankan BPT-HMT vang didokung Bupat dan Musmda 50 Kota telzh
menyeeser mekanisme e menjadi sekedar proses sosializase Artinya k-:[}HIIE-L:i:iE i_’!F—_I_:.:-'.HIH:_E_-
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